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Abstract: This research aims to evaluate the influence of awareness, socialization, tax 
services and tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers at the South 
Makassar Pratama Tax Service Office. This research adopts a descriptive quantitative 
approach using primary data. The research sample consisted of 100 individual taxpayers 
registered at the South Makassar Primary Tax Service Office. The sampling method was 
carried out using a purposive sampling technique, where respondents were selected based 
on certain criteria that were relevant to the research objectives. The data collection method 
is carried out through surveys by distributing questionnaires to selected respondents. 
Hypothesis analysis in this research uses multiple linear regression techniques with the 
help of SPSS version 25 statistical software. The results of the research show that tax 
awareness, tax socialization, tax authorities services, and tax sanctions positively and 
significantly influence the level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama 
Makassar South. This research contributes to further understanding of the factors that 
influence tax compliance at the individual level. The implications of these findings can help 
formulate more effective policies and strategies in increasing the level of tax compliance, 
especially in the personal tax environment in the region. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kesadaran, sosialisasi, 
pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini mengadopsi 
pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Sampel penelitian 
terdiri dari 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Selatan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan 
dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah dipilih. 
Analisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dengan 
bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan 
secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 
pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di 
tingkat individu. Implikasi dari temuan ini dapat membantu perumusan kebijakan dan 
strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, khususnya di 
lingkungan perpajakan orang pribadi di wilayah tersebut. 
Kata-kata Kunci: Kesadaran, Sosialisasi, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sumber pendapatan negara yang paling utama dan memiliki peran besar 

adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai 
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak 
merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang dinamis. 
Penerapannya tergantung pada keadaan ekonomi saat ini, baik domestik maupun 
internasional. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan pajak, 
pajak penghasilan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak penghasilan badan 
dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang harus dibayar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Nurwanah et al., 
2018). Penghitungan pajak yang berutang diatur dalam setiap Undang-Undang 
Pajak Penghasilan (UU PPh), dan pendapatan nasional diperoleh dari rakyatnya 
melalui perpajakan, dan atau kekayaan alam . 

Sistem perpajakan yang dianut diindonesia adalah “system self assessment”, 
yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang berutang sesuai ketentuan undang undang 
perpajakan. Pajak penghasilan PPh pasal 21 diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 
sampai UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Wajib pajak tidak menerima 
kontraprestasi secara langsung namun manfaat yang dapat dirasakan secara 
kolektif atau bersama melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-
pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar 
pajak atau tidak. Untuk kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak 
sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Adanya kondisi 
seperti ini tidak mendukung upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 
menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan menjadikan adanya 
kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. Persepsi keliru 
tentang pajak ini, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 

Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam melakukan 
pembayaran pajak, sering terlambat bahkan enggan membayar pajak sama sekali. 
Kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan pajak karena dianggap sulit 
dalam proses pengurusannya. Peraturan dan kebijakan pajak yang sering 
berubah-ubah membuat wajib pajak sering tidak mengetahui aturan dan kebijakan 
yang baru, sosialisasi yang dilakukan sangat minim. Peraturan pajak yang sering 
berubah ini membuat wajib pajak kebingungan membayar pajak, sehingga tidak 
jarang wajib pajak banyak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak. 

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk 
kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengenaan 
sanksi perpajakan. Faktor-faktor ini dianggap relevan dalam memahami tingkat 
kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 

Dengan penambahan variabel pelayanan fiskus dalam penelitian ini, peneliti 
berharap dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terkait faktor-
faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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2. TINJAUAN LITERATUR 
 

Theory of Planned Behaviour (TPB) 
Theory of Planned Behaviour menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dilihat dari sisi 
psikologis yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Model TPB menyebutkan bahwa 
niat (intention) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau 
tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan 
bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Seorang individu yang 
memiliki niat yang baik akan menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar 
pajak kepada negara adalah suatu kewajiban. Seseorang yang memiliki sikap dan 
norma subjektif yang mendukung tindakan tertentu akan bergantung pada 
dukungan kontrol perilaku yang dirasakan (Lannai et al., 2020). 

 
Pajak 

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya, Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). 
Sedangkan (Djajadiningrat, 2008) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 
sebaggian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk 
memelihara kesejateraan secara umum (Resmi, 2017). 
 
Kesadaran Perpajakan 

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan 
perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan 
mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap 
pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat 
untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak (pauji,2020). Berdasarkan 
theory of planned behavior (tpb) dimana terdapat kontrol keperilakuan (control 
beliefs) yang berhubungan pada kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak 
memiliki kontrol keperilakuan yang tinggi akan kesadaran membayar pajak, maka 
kehendak untuk melakukan perilaku patuh pajak pun akan tinggi. Kesadaran 
perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, 
dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan 
keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyalurkan informasi yang tepat 
dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar 
pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wardani 
& Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan akan membantu meningkatkan 
pengetahuan para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga 
menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan 
diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif 
sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan 
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Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor 
pajak (Primasari, 2016) 
 
Pelayanan Fiskus 

Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan 
sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala 
keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak 
(Sulistyowati et al., 2021). Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas 
pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan 
pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan 
membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.  
 
Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah 
untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak 
terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Rahayu, 
2017). Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) Sanksi merupakan salah 
satu faktor yang dapat mengontrol untuk tidak terjadinya perilaku yang 
menyimpang, karena terkait dengan control beliefs yang menghasilkan perceived 
behavioral control dimana jika wajib pajak tidak patuh maka akan memperoleh 
sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah kendali wajib pajak. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh 
adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan 
kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (Rahayu, 2017). 
 

3. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji bagaimana 

Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan 
dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama 
Makassar Selatan. Data diperoleh dari hasil survey dimana dengan membagikan 
kuesioner kepada responden yang menjadi obyek penelitian. Populasi diambil dari 
seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maksasar Selatan pada tahun 
2021 yang berjumlah 72.012 orang. Sampel menggunakan teknik Probability 
Sampling, yang dimana Teknik probability sampling adalah teknik pengambilan 
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dengan jumlah sampel sebesar 100 
sampel. Metode Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi selengkapnya dapat 
dilihat pada Tabel1 berikut: 

 
Tabel 1. Regresi Linear Berganda 

 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 

 
 

T 
tabel Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.553 .588  -.940  .350   

X1 .181 .065 .209 2.805  
1.985 

.006 .185 5.398 

X2 .146 .063 .160 2.310 .023 .213 4.689 

X3 .305 .061 .286 4.973 .000 .309 3.233 

X4 .473 .088 .367 5.369 .000 .219 4.558 

 a. Dependent Variable: Y 

Sumber: output SPSS (2023) 
 

Dari Tabel 1, diketahui tingkat signifikansi variable bebas terhadap variable 
terikat. Berikut akan dijelaskan secara parsial pengaruh kesadaran perpajakan 
(X1), sosialisasi perpajakan (X2), pelayana fiskus (X3), sanksi perpajakan (X4) 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y): 
a. Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan nilai t-

hitung pengaruh kesadaran perpajakan(X1) sebesar 2.805 lebih kecir dari t-
tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari 
taraf signifikansi 0.050 menyebabkan Ha diterima. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan (X1) berpengaruh positif 
dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama 
Makassar Selatan. 

b. Hasil pengujian dengan analisisregresi linear berganda menunjukan nilai t-
hitung pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 2.310 lebih kecir dari t-
tabel sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.023 lebih kecil dari 
taraf signifikansi 0.050 menyebabkan Ha diterima. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh positif 
dan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama 
Makassar Selatan. 

c. Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan nilai t-
hitung pengaruh pelayanan fiskus (X3) sebesar 4.973 lebih kecir dari t-tabel 
sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf 
signifikansi 0.050 menyebabkan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pengaruh pelayanan  fiskus (X3) berpengaruh positif dan signifikan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar 
Selatan. 
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d. Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukan nilai t-
hitung pengaruh sanksi perpajakan (X4) sebesar 5.369 lebih kecil dari t-tabel 
sebesar 1.985, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf 
signikasni 0.050 menyebabkan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pengaruh sanksi perpajakan (X4) berpengaruh positif dan signifikan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Pratama Makassar 
Selatan. 

 
Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil kesadaran wajib pajak memiliki 
pengaruh positif dan signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Dengan demikian dapat dikatakan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu 
faktor penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan hasil kuesioner 
yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata indikator menunjukkan kategori baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan memiliki kesadaran akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Mereka 
memahami bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab mereka sebagai 
warga negara, dan pajak yang dibayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk 
menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang 
berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Theory of Planned Behavior (TPB) 
dimana terdapat kontrol keperilakuan (control beliefs) yang berhubungan pada 
kehendak (intention) individu, apabila wajib pajak memiliki kontrol keperilakuan 
yang tinggi akan kesadaran membayar pajak, maka kehendak untuk melakukan 
perilaku patuh pajak pun akan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 
oleh Rianty & Syahputepa (2020); hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran 
wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil sosialisasi perpajakan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Dengan demikian dapat dikatakan sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor 
penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil dari kuesioner yang disebar 
oleh peneliti menunjukkan bahwa kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Selatan telah berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 
Melalui berbagai indikator yang diukur, rata-rata respon dari wajib pajak 
menunjukkan bahwa mereka merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh 
kantor pajak tersebut. Salah satu indikator yang dinilai baik adalah adanya 
penyampaian informasi terkait peraturan pajak yang baru. Wajib pajak di Makassar 
Selatan menyatakan bahwa mereka menerima informasi secara tepat waktu dan 
jelas mengenai peraturan pajak yang baru diberlakukan. Berdasarkan Theory of 
Planned Behavior yaitu Normatif Belief, motivasi dari kegiatan sosialisasi pajak 
dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila KPP Pratama  
Makassar Selatan melakukan sosialisasi pajak, maka akan meberikan 
pengetahuan bagi wajib pajak untuk memperoleh NPWP dan menjalankan 
peraturan perpajakan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhamad et al (2019); Ainul 
(2021) hasil penelitian menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 



P-ISSN: 1693-5047, E-ISSN: 2621-0320 

307 
 

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil pelayanan fiskus memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Dengan demikian dapat dikatakan pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor 
penentu meningkat dan tidaknya tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Dapat diketahui dari 
kuesioner yang dibagikan oleh peneliti bahwa rata-rata dari indikator berada pada 
kategori baik. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan telah 
menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam memberikan pelayanan terbaik 
kepada wajib pajak. Petugas pajak di KPP ini secara konsisten memberikan 
informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada wajib pajak. Pelayanan pajak 
dapat dikaitkan dengan normative beliefs yang merupakan salah satu faktor dari 
Theory of Planned Behavior. Normative beliefs menjelaskan ketika akan 
melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif 
dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya 
pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan 
efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada 
wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau 
memilih perilaku taat pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 
Mandowally et al. (2020); Solekhah & Supriono  (2018) hasil penelitian 
menujukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variable Sanksi Perpajakan 
memiliki pengaruh positif dan signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan Sanksi Perpajakan merupakan salah 
satu faktor penentu meningkat dan tidaknya Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil kuesioner yang diberikan oleh 
peneliti menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak memberikan respon positif 
terhadap berbagai pernyataan yang diajukan. Secara keseluruhan, rata-rata dari 
indikator yang dievaluasi berada dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan 
bahwa wajib pajak cenderung setuju dengan pernyataan yang diajukan. Salah satu 
pernyataan yang mendapatkan tingkat persetujuan tertinggi dalam hasil kuesioner 
adalah mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan pajak tanpa adanya 
toleransi. Wajib pajak secara umum setuju bahwa sanksi harus diberlakukan 
dengan tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini 
menunjukkan bahwa wajib pajak mengharapkan adanya keadilan dalam 
penegakan peraturan perpajakan dan bahwa mereka mendukung upaya 
pemerintah untuk menindak tegas pelanggar. Berdasarkan Theory of Planned 
Behavior (TPB) Sanksi merupakan salah satu faktor yang dapat mengontrol untuk 
tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, karena terkait dengan control beliefs 
yang menghasilkan perceived behavioral control dimana jika wajib pajak tidak 
patuh maka akan memperoleh sanksi dan sanksi tersebut tidak berada di bawah 
kendali wajib pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mandowally et al 
(2020) ; Solekhah dan Supriono (2018) hasil penelitian menujukkan bahwa sanksi 
perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
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5. KESIMPULAN 
 
Kesadaran perpajakan, sosialisasi , pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
KPP Pratama  Makassar Selatan. Hal ini berarti wajib pajak harus mengetahui 
bahwa sanksi pajak dibuat agar wajib pajak menjadi lebih patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga diharapkan 
berupaya untuk mematuhi sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun 
sanksi pidana, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan yang 
digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Ditjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Peningkatan pendapatan negara dapat dicapai dengan memastikan 
pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya. 
Sosialisasi yang efektif dapat membantu mencapai tujuan tersebut. 

KPP Pratama Makassar Selatan perlu meningkatkan daya tanggap dan 
kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sikap ramah dan profesional dapat 
meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Peningkatan SDM juga perlu 
dipertimbangkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Peningkatan sosialisasi Ditjen Pajak perlu diprioritaskan agar kepatuhan wajib 
pajak semakin meningkat. Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan 
dapat membantu menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat. 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah variabel bebas, 
seperti keadaan ekonomi negara dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. 
Penelitian yang mendalam ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang 
faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara holistik. 
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